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BAB III 

PENUTUP 

  

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada Bab II, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Pemutuan Hubungan 

Kerja (PHK) cenderung melemah seiring dengan meningkatnya 

fleksibilitas perusahaan, penambahan alasan PHK, serta penurunan 

jumlah uang pesangon. 

2. Hingga kini, hukum ketenagakerjaan belum dapat memberikan 

kepastian bagi pekerja yang dirumahkan, terutama dalam 

menghadapi mass layoffs. Penelitian penulis menunjukkan bahwa 

Indonesia hanya memiliki aturan mengenai forelock atau pekerja 

yang dirumahkan, namun peraturan tersebut tidak secara rinci 

menetapkan kewajiban dan larangan bagi pengusaha. Akibatnya, 

tidak ada perlindungan yang jelas terhadap hak maupun status 

pekerja selama dirumahkan. Selain itu, prinsip hukum yang 

mengutamakan pencegahan PHK sering kali bertentangan dengan 

pemenuhan hak pekerja sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Kekosongan hukum (rechtsvacuum) ini memberi celah bagi 

perusahaan untuk mengabaikan kesejahteraan pekerja, sehingga 

kepastian hukum tidak dapat terwujud. 
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B. SARAN 

1. Pemerintah sebaiknya mengupayakan perancangan Undang-

Undang Ketenagakerjaan yang baru untuk memberikan kebaharuan 

hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap pekerja 

khususnya pekerja yang mungkin mengalami layoffs sebagai 

langkah preventif dalam mencegah pekerja dirampas haknya. 

Pemerintah sebagai representasi dari rakyat yang dipilih untuk 

menjalankan kewajiban negara sebagai negara hukum sebaiknya 

membuat kebijakan yang mengatur ketentuan terkait bagaimana 

seharusnya dan selayaknya pekerja dirumahkan oleh perusahaan. 

Namun, sebelum mengatur terkait tersebut pemerintah sebaiknya 

membuat sistem penyelesaian hubungan industrial yang layak 

dengan membuat posisi antara pekerja dengan 

pengusaha/perusahaan sejajar untuk membuat proses negosiasi yang 

adil, sehingga hukum yang sudah diatur dapat diimplementasikan 

dengan baik dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

2. DISNAKER selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab 

dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial diharapkan 

mampu menyediakan langkah preventif yang lebih baik dalam 

menghadapi PHK dengan tetap menjamin hak pekerja dapat 

dipenuhi seutuhnya.  
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